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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR TAHUN2023

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Pimpinan Instansi wajib

melakukan penilaian risiko;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas

penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dalam rangka mendukung tujuan

Pemerintahan Daerah diperlukan Pedoman

Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan

huruf b tersebut di atas perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

berdasarkanc. bahwa

Menimbang:
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-

Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234); sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran

Indonesia

Negara

5597);Republik Nomor
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sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
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Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Nomor 261);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor 272);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor

2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur (Berita Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN

KABUPATENDAERAHPEMERINTAH

Menetapkan:

KOTAWARINGIN TIMUR.
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BABl

KBTBNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

4. Inspektur Daerah adalah unsur pengawas

pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem

pengendalian intern yang diselenggarakan

secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah

Daerah.

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat

UPR adalah unit keija yang bertanggung jawab

melaksanakan pengelolaan risiko.

8. Unit Kepatuhan Internal adalah unit keija yang

bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan

risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah

Daerah dan Perangkat Daerah.
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9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan

sasaran Perangkat Daerah.

Risiko

mempertimbangkan pengendalian yang sudah

ada.

11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap

risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka

mengestimasi kemungkinan munculnya dan

besaran dampaknya untuk menetapkan level

atau status risiko-nya.

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan

apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana

sesuatu dapat teijadi sehingga dapat berdampak

negatif terhadap pencapaian tujuan.

13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya

disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan

pengendalian yang akan dilakukan oleh

Perangkat Daerah.

14. Komite Pengelola Risiko adalah Komite yang

dibentuk untuk melaksanakan tugas dan

wewenang terkait penerapan pengelolaan risiko

di Lingkungan Pemerintah Daerah.

15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti

suatu kegiatan untuk memastikan bahwa

kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan, standar, rencana, atau

norma yang telah ditetapkan.

Ib.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan

hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan

standar, rencana, atau yang telah ditetapkan

faktor-faktor

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

setelah10. Sisa adalah risiko

dan menentukan yang
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17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD

adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19.Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

(satu) tahun.

adalah Dokumen Perencanaan

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan

program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada Perangkat

Daerah untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

21. Rencana Keija dan Anggaran Perangkat Daerah

yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah

dokumenadalah danperencanaan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan,

rencana belanja program dan kegiatan

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

a. sebagai acuan yang bersifat umum bagi

pengembangan kebijakan, struktur, dan fungsi

mengelola risiko; dan

b. sebagai sistem dan prosedur pengelolaan risiko di

lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk

memberikan panduan bagi Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengelola

risiko, mulai dari risiko strategis Perangkat Daerah

dan risiko kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Pengelolaan Risiko;

b. Pelaporan; dan

c. Ketentuan Penutup.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal5

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan

atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan

c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. pengembangan Budaya Sadar Risiko;
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b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan

c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal6

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai

organisasi Perangkat Daerah.

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui:

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap

pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. intemalisasi pengelolaan risiko dalam setiap

proses pengambilan keputusan diseluruh

tingkatan Perangkat Daerah; dan

c. pembangunan/perbaikan lingkungan

pengendalian yang mendukung penciptaan

Budaya Sadar Risiko.

(3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan

keputusan;

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya

manajemen risiko;

c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang

baik; dan

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam

proses organisasi.
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Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 7

(l)Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk

Struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan

risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator

penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah

Daerah;

c. Komite Pengelola Risiko dan Pimpinan

Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit

Kepatuhan Internal; dan

e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab

pengawasan.

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan

risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a  berwenang menetapkan arah kebijakan

pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator

penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berwenang mengoordinasikan

pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah

Daerah.

(4) Komite Pengelola Risiko dan Pimpinan Perangkat

Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung

jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup

kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit

Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan
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pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(6)Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e berwenang memberikan keyakinan yang

memadai atas penerapan pengelolaan risiko

Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(l)Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko

Pemerinteih Daerah membentuk Komite Pengelola

Risiko.

(2) Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Bupati sebagai ketua;

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai

koordinator merangkap anggota; dan

c. Kepala Perangkat Daerah/unit keija sebagai

anggota.

Pasal 9

Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan

risiko Pemerintah Daerah yang meliputi

sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan

pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah

Daerah; dan

b. membuat laporan per semester dan tahunan

kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang

disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
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Pasal 10

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri

atas:

a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;

b. UPR Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

c. UPR Pejabat Administrator dan Pejabat

Pengawas.

Pasal 11

(l)UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat

Pemerintah Daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di

tingkat Pemerintah Daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

strategis Pemerintah Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan

pemantauan risiko hasil identifikasi dan

analisis risiko; dan

e. melakukan penatausahaan proses pengelolaan

risiko.

(2) UPR Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b

memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada

Perangkat Daerah/unit kerja masing- masing;

b.menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di

tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada

Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
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c. melakukan identifikasi dan analisis risiko

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

strategis Perangkat Daerah/unit kerja;

d. melakukan kegiatan penanganan dan

pemantauan risiko hasil identifikasi dan

analisis risiko; dan

e. melakukan penatausahaan proses pengeloiaan

risiko.

(3)UPR Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c

memiliki tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan

pemantauan risiko hasil identifikasi dan

analisis risiko; dan

c. melakukan penatausahaan proses pengeloiaan

risiko.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengeloiaan Risiko

Pasal 12

(1) Proses pengeloiaan risiko meliputi:

kelemahana. identifikasi

pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaein risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu

siklus berkeianjutan.

lingkungan



14

(3)Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu)

tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu

dengan proses manajemen secara keseluruhan,

menyatu dalam budaya organisasi, dan

disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 13

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

diperlukan untuk menentukan rencana

penguatan lingkungan pengendalian dalam

mendukung penciptaan budaya sadar risiko dan

pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah

dengan cara mengidentifikasi kelemahan-

kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan

pengendalian intern.

Paragraf Kedua

Penilaian Risiko

Pasal 14

untukdimaksudkanrisiko(1) Penilaian

mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat

pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan

Perangkat Daerah guna merumuskan kegiatan

pengendalian risiko yang diperlukan untuk

memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
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b. tujuan strategis Perangkat Daerah/unit kerja;

dan

c. tujuan kegiatan Perangkat Daerah/unit keija.

(SjPenilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses

penyusunan RPJMD atau segera setelah

diselesaikannya RPJMD.

{4)Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses

penyusunan renstra Perangkat Daerah atau

segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat

Daerah.

(SjPenilaian risiko atas tujuan kegiatan Perangkat

Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan

proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau

segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat

Daerah.

(6) Proses penilaian risiko meliputi:

a. penetapan konteks/tujuan;

b. identifikasi risiko; dan

c. analisis risiko.

Paragraf Ketiga

Kegiatan Pengendalian

Pasal 15

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk

mengimplementasikan

pengendalian RTP.

(2)Implementasi RTP meliputi kegiatan:

tindakrencana
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a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang

antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau

prosedur;

b. pelaksanaan

pengendalian; dan

c. pengendalian fisik atas aset milik daerah.

kebijakan dan prosedur

Paragraf Keempat

Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk

memastikan telah terdapat komunikasi internal

dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan

pengelolaan risiko yaitu:

a. sejak penilaian kelemahan lingkungan

pengendalian;

b. proses penilaian risiko; dan

c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2)Pemerintah Daerah menggunakan berbagai

bentuk dan sarana informasi dan komunikasi

yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima

Pemantauan

Pasal 17

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan

bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai

dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh Pimpinan secara

berjenjang mulai dari Bupati, Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan

Pejabat Pengawas sesuai dengan ruang lingkup

dan kewenangannya.
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(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko

Pemerintah Daerah oleh kabupaten dapat

didelegasikan kepada Unit Kepatuhan Internal.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah

dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

jawabselaku pengawasanpenanggung

pengelolaan risiko meliputi:

a. audit;

b. reviu;

c. pemantauan;

d. evaluasi; dan

e. pengawasan lainnya.

Pasal 18

Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam

Bab II, tercantum dalam lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111

PELAPORAN

Pasal 19

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas

pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun

laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana

dimaksud ayat (1) meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR;

dan

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit

Kepatuhan Internal.

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah

dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
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a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;

b. penilaian risiko strategis Perangkat

Daerah/unit keija; dan

c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.

(4)Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR.

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa

dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan per semester dan tahunan.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah

dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah,

sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat

Daerah dan tingkat operasional Perangkat

Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pejabat Tinggi

Pratama.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit

Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dilakukan per semester dan

tahunan.

Pasal 20

(1) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan

huruf b disampaikan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

(2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c

disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
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(3) Contoh format pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 tercantum dalam lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit,

pada tanggal 2023

ARINGUN TIMURB

★
ff

NNOR

Diundangkan di Sampit,

pada tanggal 2023

li
:S DAERAH

\RINGIN TIMUR,
II
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✩
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BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelola Risiko

B. Penetapan Struktur Analisis Risiko

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

D. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam

Pengelolaan Risiko

E. Lingkungan Pengendalian dan Penilaian

Risiko

BAB III PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko.

BAB IV PELAPORAN

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

B. Pelaporam Berkala Pengelolaan Risiko Oleh

UPR

C. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan

Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal Internal.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

l.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal

13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan

peniiaian risiko; dan

2.Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan

Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman.

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan

Pemerintah Daerah; dan

2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta

memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan

Pemerintahan Daerah.
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BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Guna memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan

pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan

pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat

(cost and benefit) kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko,

struktur pengeiola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta

dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah

Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu,

kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk

penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus

sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Supaya pengendalian

intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan

pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini, adapun kebijakan

pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup

Pemerintah Daerah, meliputi:

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas

tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas)

Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional)

Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran

strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen

Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan

oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat

Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah

koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
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Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran

strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen

Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat

Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan

oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran

manajemennya sebagai UPR Tingkat Eselon 11, UPR Tingkat Eselon

III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran

operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang

dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah,

seperti: Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat

Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat

Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR

Tingkat Eselon II, UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis pada Perangkat

Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala

Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan

Koordinator Teknis pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan

oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada

Perangkat Daerah.

B. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan

pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam

pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah (Stakeholders)

mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, antara lain meliputi:

1. Sumber Risiko berasal dari Internal dan Ekstemal

Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan

perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana

alam, gangguan keamanan, perubahan kondisi politik dan

ekonomi, interaksi dengan pihak di luar pemerintahan.
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Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan

dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten,

peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak

jelas, suasana kerja yang tidak kondusif, pengurangan kegiatan

dan pegawai pemerintah, tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai

dan tidak adanya pelatihan pegawai, akses pegawai yang tidak

berwenang terhadap aset yang rawan, kelemahan pengelolaan

pegawai dan ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program

baru atau program lanjutan (Sumber: Penjelasan Pasal 16

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Lampiran

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Bagian II Huruf C

angka 2).

2. Dampak Risiko

Diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang

ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat

pencapaian tujuan teijadi.

3. Pihak yang terkena dampak

Diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut

kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan

pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam

pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria

penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi,

sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang

dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan

memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian

risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak

risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis

dampak risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat

diilustrasikan sebagai berikut:
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Oonpok Often

Songat sigriifikon /
Sangat besar

Signitikon / Besof

Kufongsigndikon/
Kecii

Pengofuh tefhodop pencapoion tujuon
tangot signifikan.

Pengoruh terhackip pencopoian tujuon
t»^9g'/sjgnifikon

Pengoruh terhoctop pencapoion tujuon
rendoh/kurong signifikan

Pengoruh terhodop pencapoion tujuon
tidak signifikan.

4

3

2

1

Tidok signiftkon/

Son^t kecil

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan

menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih

sebagai berikut:

rinci

~T
operadonol Dompek KMko

Xot^gori Oompek ac«r

n*goitr. tvnvbof
mo$ U* txnyok
medio

petanggofon
tetkeno

«rvk»i

kegoror terhenti

tujuon tidok
tercopoi

kecugiQn

tor^got bMOf
Songot TInggi 4

p«k>nggoran
●●rtus. lonkv
teftubt

ntgotit di
beberopo medio
fxiuonoi/iokoi

kerugion
b«40f

kegotcm songot
temomOol
kufong elekii*

TinggI 3

negotrt terdopot
pen^befitoon

petonggoton
bota lonkti
teituhi

ke«ug<on
cukup b«f«or

Rendob (●got or
HHbomdoi.
kumog ffifver-

3

petooggoron
b«0«a fOnkv
teg^on

ado pembetddon
fiegotrf. nomoo
tidot morefior

odo bomboton
kegKiton nomun
teftongoni

Songat flendoh cefugrtir)
kecii kurong
motefoi

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk

menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya

risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat

diilustrasikan sebagai berikut:
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OM'iipiiik

Kemuogirinan (●rfOdmya IhsAo «or>9CJt s*frtg clori
70X otou c*ori 7 koh Otofam K) Tofmn)
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K»murvgkirton i«ft<M3»nvo Ri«>ko r«oc}on/kec«l (mOmot MX
■ 40% otou 1 «d 4 koi< ctoiom K) lot«un

Kamungktoon tOf|oOtf>ya Ri»*o sorvgof kt»c4 {««C>*sar 0 -
10%) otou 1 kok Ootom K) tof^un

Homptr po»ti t»f}Odi/
Soogot seeing

Kemungrton besor/
Senng tet)oO<

Kemungkvxin kec4/
Jofor>9

4

3

7
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SO%sd75X)
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dolom K) - 30 (ohun

Songot jotong teejodi
(proboMtot * 20%)

Songot
Jorong

1

3. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian

skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan

untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai

dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat

diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima. Contoh

tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut:

Kriteria Skala Nilai Risiko

Skala Nilai
Risiko

Penerimaan Risiko TindakanKategori

Dapat diterima Tidak diperlukan
tindakan

Rendah1-4

Disarankan diainbil
tindakan jika tersedia

suinber daya

Diperlukan
pengendalian yang

lebih baik

4,01-8 Sedang

Diperlukan tindakan
untuk mengelola risiko

Harus menjadi
perhatian

inanajemen

Tinggi8,01 - 12

Diperlukan tindakan
segera untuk

luengeloia risilvo

Tidak dapat
diterima

Sangat Tinggi12,01 - lb
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Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan

acceptable/unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks

risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta

kriteria level risiko/ns/c appetite yang telaih ditentukan. Kategori

nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai

berikut:

Dampak/Kons*ku*n»t

B«»arKactI

MATRIKS
ANALiSIS RISIKO Sangai

■  »ynillfcan
t

Tidak

4321
Hampir paait 4c

ill

1^* ^

Kemungkinan
ba»a^

Kamungkinan
kactl

Sangat jarang

3

2

1  i

Mftgg*
S«no8t
r»ndah

Keterangan : RBiKlah Ttnggl

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang

memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah

dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen

pemerintah daerah. Pada tabel di atas, kategori sangat tinggi

(merah) dan tinggi (jingga) merupakan area yang memiliki sisa

risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang

sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning)

menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru)

dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat

ditoleransi dan diterima.

D. Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah

sebagai berikut:

Tahapan

Manajemen
Pemda

Output Tahapan

Pengelola Risiko
Tahapan

Pengelolaan Risiko
PelaksanaWaktuNo

Dokumen
Arahan dalam

kebijakan
penUaian risiko 5
tahunan
Daftar risiko dan

RTP Strategis
Pemda

- Komite

pengelolaan
Risiko

- Sekda selaku
koordinator

- UPR tingkat
Pemda

Arahan dari

kebijakan penilaian
risiko 5 tahunan.

Penyusunan Risiko

Strategis Pemda

1 Proses

penyusunan
RPJMD (satu
tahun sebelum
RPJMD 5
tahunan

ditetapkan)

Proses

penyusunan
RPJMD
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Tahapan

Manajemen
Pemda

Tahapan
Pengelolaan Risiko

Output Tahapan
Pengelola Risiko

WaktuNo Pelaksana

2 Proses

penjnjsunan
Renstra OPD

(Satu tahun
sebelum

RPJMD 5
Tahunan

berjalan s.d
RPJMD

ditetapkan)

Daftar Risiko dan

RTP Strategis
(Entitas OPD)

Proses

Penyusunan
Renstra OPD

Penyusunan Risiko

Strategis (Entitas)
OPD

- Komite

pengelolaan
Risiko

- Sekda selaku

Koordinator

- UPR tingkat
esselon 1 /
esselon 2

(Kepala

OPD/SKPD
dan

Kabag/Kabid
OPD

Januari - Mei

Tahun 20xx-l
Dokumen Arahan

dan kebijakan

penilaian risiko
tahunan

3 Arahan dan

kebijakan penilaian
risiko tahunan

Komite

Pengelolaan
Risiko

Penyusunan
RKPD dan

Renja OPD

Penyusunan risiko
operasional OPD

pengkomunikasian
Risiko dan RTP

- Kepala OPD
- Unit Pemilik

Risiko tingkat
esselon 3, 4
OPD

Daftar Risiko dan

RTP Operasioanal
OPD

4 Agustus -

September
Tahun 20xx-l

Penyusunan
RKA OPD

(Penetapan
Rencana

sasaran dan

pagu

anggaran per
kegiatan)

Penyusunan
RAPED,
Perda APBD

Oktober Tahun

20XX-1
- Kepala OPD
- Komite

Pengelolaan
Risiko

- UPR Tingkat
Pemda,

Tingkat
Esselon

- Sekda selaku
koordinator

-Perbaikan RTP
-KSOP
-Notulen

pengkomunikasian
-Finalisasi daftar

risiko dan RTP

5 Penyusunan atau
Revisi KSOP,

pengkomunikasian
perubahan KSOP

November -

Desember
Tahun 20xx-1

6 Penyusunan

Rancangan
DPA OPD,
dan

Penetapan
DPA OPD

Januari s.d

Desember
Tahun 20xx

Pelaksanaan
APBD

- Komite

Pengelolaan
Risiko

- UPR Tingkat
Pemda,

Tingkat
esselon 1, 2, 3
dan 4

- Kepala OPD
- Pelaksana

Program dan

Kegiatan
- UPR Pemda

(Kepala
Daerah dan

Kepala
OPD/SKPD)

- KSOP

- Bukti
Pelaksanaan KSOP

7 Penyusunan atau

penyempumaan

KSOP (tindak lanjut
RTP)
Pelaksanaan KSOP

Daftar Risiko dan

RTP Strategis

Pemda yang
dimutakhirkan

Juni - Juli

Tahun 20xx
Reviu dan

pemutakhiran

Risiko strategis
Pemda

Catatan: Risiko

strategis Pemda

Penyusunan
KUA PPAS

(penetapan
sasaran
makro dan

pagu
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Tahapan

Manajemen
Pemda

Tahapan
Pengelolaan Risiko

Output Tahapan
Pengelola Risiko

No Waktu Pelaksana

- Sekda selaku

koordinator

akan direviu dan

dimutakhirkan

setiap tahun
Reviu dan

pemutakhiran

Risiko Strategis
(entitas) OPD
Catatan: Risiko

strategis (entitas)
OPD akan direviu

dan dimutakhirkan

setiap tahun

anggaran
Pemda)

Agustus -

September
Tahun 20xx

Penyusunan
RKA OPD

(Penetapan
rencana
sasaran 86

pagu
anggaran per

kegiatan)

- Kepala
Daerah

- Sekda selaku

koordinator
- Unit Pemilik

Risiko tingkat
ess. 1 dan 2

Daftar Risiko dan

RTP Strategis

(entitas) OPD

(Kepala
OPD/SKPD
dan

Kabag/Kabid
OPD)

8 Januari -
Februari Tahun

20xx

Pelaporan

Keuangan
Reviu APIP

Pelaporan

Pengelolaan Risiko
Tahun 20xx

- Kepala
Daerah

Laporan

pengelolaan Risiko
Tahun 20xx- Kepala OPD

- UPR tingkat
Pemda,

Tingkat
esselon 1 dan

2, tingkat
esselon 3 dan
4

- Unit

Kepatuhan
- Sekda selaku

koordinator

Laporan Evaluasi

Pengelolaan Risiko
- Inspektorat

(APIP)

Februari -

Maret Tahun

20xx+l

Evaluasi

Pengelolaan risiko
oleh APIP

9

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan

Intern berbasis risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan

dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana

pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat Daerah.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 Pasal 49 ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa Inspektorat

Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten.

Selain itu dalam daftar uji Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 mengenai identilikasi risiko menyatakan bahwa:
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1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi

identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah

dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan

tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi

Pemerintah yang lebih tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa:

1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat

Daerah, terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada

pimpinan tingkat menengah; dan

2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

E. Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Risiko

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

1) Instansi Pemerintah telah menjrusun dan menerapkan aturan

perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar

perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan praktik yang

tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan. Hal-hal

yang perlu dipertimbangkan adaiah sebagai berikut:

a) Aturan perilaku tersebut sifatnya menyeluruh dan langsung

berkenaan dengan hal-hal seperti pembayaran yang tidak

wajar, kelayakan penggunaan sumber daya, benturan

kepentingan, kegiatan politik pegawai, gratifikasi, dan

penerapan kecermatan profesional.

b) Secara berkala pegawai menandatangani pemyataan

komitmen untuk menerapkan aturan perilaku tersebut.

c) Pegawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan

mengetahui perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat

diterima, hukuman yang akan dikenakan terhadap perilaku

yang tidak dapat diterima dan tindakan yang hams

dilakukan jika yang bersangkutan mengetahui adanya sikap

perilaku yang tidak dapat diterima.

2) Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap penyimpangan

atas kebijakan dan prosedur atau atas pelanggaran aturan



12

perilaku. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai

berikut:

a) Pimpinan Instansi Pemerintah mengambil tindakan atas

pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku.

b) Jenis sanksi dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di

lingkungan Instansi Pemerintah sehingga pegawai

mengetahui konsekuensi dari penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukan.

2. Identifikasi Risiko

1) Risiko dari faktor ekstemal dan internal diidentilikasi dengan

menggunakan mekanisme yang memadai. Hal-hal yang perlu

dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a) Risiko dari perkembangan teknologi.

b) Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan

badan legislatif, pimpinan Instansi Pemerintah, dan

masyarakat.

c) Risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan

baru.

d) Risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan,

atau tindakan terorisme.

e) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik,

dan ekonomi.

I) Risiko yang timbul dari rekanan utama.

g) Risiko yang timbul dari interaksi dengan Instansi

Pemerintah lainnya dan pihak di luar pemerintahan.

h) Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan

penguranagn pegawai Instansi Pemerintah.

i) Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis

[business process reengineering) atau perancangan ulang

proses operasional sudah dipertimbangkan.

j) Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem

informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan.

k) Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang

didesentralisasi sudah diidentilikasi.
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1) Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kuaiifikasi

pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah

dipertimbangkan.

m) Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan

atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting

Instansi Pemerintah.

n) Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung

jawab pimpinan Instansi Pemerintah.

o) Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang

terhadap aset yang rawan.

p) Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai.

q) Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk

pembiayaan program baru atau program lanjutan.

2) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah

dilaksanakan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah

sebagai berikut:

a) Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan,

dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran.

b) Risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai,

pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu.

Risiko melekat pada misi Instansi Pemerintah, program yang

komplek dan penting, serta kegiatan khusus lainnya.
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BAB III

PBNGBLOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai

berikut:

Penang^ng Jawab

Bapati

Komite

Pengelolaan
Risiko

Unit Perailik

Risiko Tk.

Pemda

● Koordinator

Penye le n^araan

Pengelola Risiko
● Unit Pemiiik Risiko

Tk. Eselon 2

Sekretaris DaerahUnit Kepatuhan

Asisten Sekda/

Unit yang

ditunjuk

● Pe nanggungj awab

Pengawasan
● Unit Pemilik Kisiko 'I'k.

Eselon 2Unit Pemilik

Risiko Tk.

Elselon 2
Kepala
Badan

Daerah

Kepala

Dinas/OPD
Inspektur DaerahSekwan

r

Kabag Sekretaris,

Bagian

Sekretaris,

Bidang

Kepala Sekretaris,

Bidang
Sekretaris/lrbanCamat

pada UPTD
Unit Pemilik

Risiko Ik.

Eselon 3 dan 4 Subbag
Subfaag,
Sub Bid

Subfaag,
Seksi

Subbagpada Subfaag
Sekda

L.

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah

kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Sebagai Kepala

Daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan

proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Bupati
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menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk

mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan,

melakukan kegiatan antara lain:

a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan

risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

c. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan

d. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit Pengelola Risiko (UPR)

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab

melakukan pengelolaan risiko di lingkup keijanya. Adapun

tanggungjawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas

risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta

melaksanakan pengendalian yang ada di unit keija masing-

masing;

b. melaporkan peristiwa risiko yang teijadi dalam pelaksanaan

kegiatan sehari-hari;

c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja

dan peristiwa risiko yang teijadi di masa lalu dalam

unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini

(early warning indicatoi] dan sebagai database untuk

memprediksi terjadinya risiko di masa yang akan datang;

d. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk

dilaporkan kepada Unit Kepatuhan Internal;

e. memberikan masukan kepada Komite Pengelola Risiko tentang

pelaksanaan pengendalian risiko; dan

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan

pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:
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1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah.

Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

Ketua Bupati, selaku pemilik risiko tingkat

Pemerintah Daerah.

Koordinator Teknis

meretngkap anggota

Kepala Bappelitbangda, atau unit

lain yang menangani perencanaan

Seluruh kepala Perangkat Daerah

(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,

Inspektur, Kepala Dinas, Kepala

Badan, Kepala UPTD Pemerintah

Daerah dan Direktur RSUD, dan

sebagainya).

Anggota

2) UPR Tingkat Unit Eseion II

Struktur UPR tingkat unit Eseion II, terdiri dari:

Ketua Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat

Daerah, selaku pemilik risiko tingkat

Perangkat Daerah.

Koordinator Teknis

merangkap anggota

Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala

Bagian/Bidang yang menangani

perencanaan pada Perangkat Daerah.

Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban

pada Perangkat bersangkutan.

Anggota

3) UPR Tingkat Unit Eseion III dan IV

Struktur UPR tingkat unit Eseion III dan IV, terdiri dari:

Bagian/Bidang, selakuKepala

pemilik risiko tingkat kegiatan

Ketua

Kepala Sub Bagian/ Sub

Bidang/Seksi/ Pegawai/ Staf yang

ditunjuk untuk menangani

perencanaan kegiatan pada Perangkat

Daerah

Koordinator Teknis

merangkap anggota
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Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub

Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang

yang bersangkutan.

Anggota

4) Komite Pengelola Risiko

Bupati dapat membentuk Komite Pengelola Risiko, dalam

rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah

Daerah, dengan tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal

terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur

normal;

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko

pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,

supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan

pemerintah daerah; dan

c. membuat laporan per semester dan tahunan kegiatan

pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada

Bupati cq Sekretaris Daerah.

Komite Pengelola Risiko terdiri atas:

a. Bupati sebagai Ketua;

b. Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator mereingkap

anggota; dan

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Komite Pengelola Risiko dapat membentuk tim teknis melalui

Keputusan Bupati.

5) Unit Kepatuhan Internal

Unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab memantau

pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak

sebagai Unit Kepatuhan Internal pada Perangkat Daerah.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap

Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai

dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
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Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan

Internal, melakukan kegiatan antara lain:

a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

c. memantau tindak lanjut basil reviu atau audit pengelolaan

risiko; dan

d. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan

pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada

Bupati cq Sekretaris Daerah.

Unit Kepatuhan Internal dapat membentuk tim teknis dengan

Keputusan Bupati.

6) Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan,

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi

terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan

tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan

antara lain:

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan

risiko pada pemerintah daerah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah; dan

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap

rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara

keseluruhan. Efektivitas struktur pengelolaan risiko

dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, Budaya

Sadar Risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan

segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan

sebagai berikut:
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I
Identifikasi Kelemahan Lingkungan

 Pengendalian Intern (1)
*

Penilaian Risiko (2)
lOc

p
pS ►  Penetapan Konteks/Tujuan ●♦- cOo P

c cIdentifikasi RisikocO ( ► cQT3 T 6oCO D-Analisis Risikot ►S
ii J
c

Kegiatan Pengendalian (3)

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci

sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern

dapat disajikan sebagai berikut:

Tujuan Mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan
dalam setiap sub unsur lingkungan
pengendalian intern

Simpulan kondisi lingkungan pengendalian
intern dan kelemahan dalam sub unsur
lingkungan pengendalian intern yang
memerlukan perbaikan

Keluaran

Pelaksana/Pihak
Terkait

Tingkat Pemda:
- Sekda selaku Kooordinator;
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala

Daerah dan Kepala OPD/Eselon I dan II);
- Fasilitator

Waktu - Penyusunan RPJMD
- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat

penyusunan KUA/PPAS

- Reviu dokumen, analisis informasi dari media
massa, wawancara dll

- Survei persepsi atas lingkungan pengendalian
intern dengan metode CEE

Sumber data
utama

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan

dengan melakukan penilaian atas

pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah

daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

lingkungankondisi
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2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi

kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan

dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

Persiapan
Penilaian

Penilaian awal

atas kelembagaan
lingkungan
pengendalian
melalui reviu
dokumen

Survei terhadap
lingkungan
pengendalian
melalui CEE

Simpulan
kelemahan

lingkungan
pengendalian

I♦ X♦
Persiapan data
dan Kuisioner

Kajian, reviu atas
kondisi dan

kultur instansi
berdasarkan hasil

audit, kajian,
berita,

wawancara, data

lainnya

Survei persepsi

pegawai atas
kondisi

lingkungan
pengendalian
melalui Control
Environtment

Evaluation (CEE)

Mendasarkan

kepada dua hasil
simpulan
sementara yaitu
hasil penilaian
awal dan hasil

survei persepsi

a. Persiapan Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian

1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian

urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

a) laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang

bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja,

dan audit leiinnya atas urusan wajib/pilihan terkait;

b) hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan

wajib/pilihan oleh Inspektorat;

c) hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan

wajib/pilihan Pemerintah Daerah; dan

d) berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan

Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media

massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain

yang relevan.

2) Penyusunan Lembar Kuesioner Survei

Lembar kuisioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas

Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana pada form)

Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut:
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KUESIGNER COWrROL ENVIRONMENr EVALUATION (CEE)

A. PENGANTAR

c-J *«»n meng‘,i kucsone^ -n* Koevor^' .ri j"ij»

»?Of' a*'' 3"^SiX>k«n urfuk T^ifjT or<Jrti irnkur^«r «r a ur-t j*>4?*n4.

B*c^k-!Cy pe-nrif-^j-B ar.a oa' 4ftafap»ar» Sap**, ̂ 4 oerf^r aerjif

3«n j jr cKTifar konttHi int iarn rr^aTi -^ k,ar»'^a!. ain dert:Tas Sa&a* loc cUr reiapcj*'^

i^virra' tiCa« a***' r^;a'TT4T‘icai data 3r Bapak;<t^- i<»a i*-

B. IDENTITASRESPONDEN

beti V ta-'M vlaoj jnrj«. kt. i- iroa saat t'-r

1 D ̂<3at>a: Sr

2 O ̂ejaoat'u^gsonai “r^ar!?o

C ̂etaftat'j^fs-orw jr>jm'S:af

C. PETUNJUKPEMGiStAN

1  I'jkaf .'●r*frc;n» y pd08 i*ar ^j kota* c^i-jan jr..*c-a^
?  &acek/»c<- cUpat riara'rcahkK ^n'A 8'^ :r^9«T ».-*'V3iS' i-nctun^ar fr*<Ja oaf#''

%ut\ srti »■,»

i  Aoatfia:a<caca: Da"^»a:*ar. ,a*>f 3''asa »u?a^,e'»^ a*ar onar.-akan »«>*dai'8S'rtat:^

KU(SIONCR eVAlUASI LINOKUNGAN PENGENDALIAN

PtRTANYAAN /KUtSIONtR PIUHAN JAWA8ANMO i

PENEGAKAN INTEGRiTAS DAN NIIAI rUKAI.

--4

A. > PmcnnbancAn \nl^4*i dan Ndai Ettkai 4
i Frnp*A8r. 'rer'oe'aar vetfr*3ar4'i daiam “>a r.taf' :a^ dar ct *8
I pada t r<«ia^ ;a«^ S4*%ari-r4'

;  1 D T oa«^ Pffnah
;  ; □ .a-ang
I  3 □ Sen-g
■ A □ Sea ^

b. Penilaian Awal atas Kerentanan Lingkungan Pengendalian

Melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah

Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran

permasalahan-permasaiahan dalam lingkungan pengendalian.

Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data

yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai

contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi

lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara

umum yaitu:
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l)hasil Audit Kineija Inspektorat dan Laporan Hasil

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan

2)berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan

lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah Ilustrasi

dapat disajikan sebagai berikut:

Nama l’c*nu*rintiih Daorah;

Tahun I’rnMaiati 20XX

UruHiin IVm<*rinti«han :  Kcsrhatjin

No. Sumbcr data KlasifllcasiUraian Kelemahan

b da c

I inass^t

2 l.m* HPK No

xx.x tan^al

XXX trntann

liasil

IVmrrikslitin

HPK

3 SK lns|K‘ktui'

No. Xxx

Tarif^iii xxx

tcntanR

lnsix*klorat

4 U!P UPK N«>.

Xxx

xxx tt'ntaiiK

I iasil

I’rmrnk.siuin

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur lingkungan

pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008.

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian Melalui Control

Environtment Evaluation (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi

pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan

pengendalian urusan Wajib/Pilihan Pemerintah Daerah. Survei

tersebut dapat menggunakan metode Control Environment

Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas
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pengendalian/ControZ Self Assesment (CSA) yang diaplikasikan

pada lingkungan pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat

informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat

dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang

memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi lingkungan Pemerintah Daerah

menurut metode CEE pengendalian intern yang diterapkan

oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang

memadai. Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada

urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan ditemukan

kelemahan lingkungan pengendalian pada sub unsur

Pen30isunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang

Pembinaan Sumber Daya Manusia yaitu rekrutmen, retensi,

maupun prosedur pemilihan Sumber Daya Manusia belum

dilakukan dengan baik.

d. Simpulan Kelemahan Wajib/Pilihan Lingkungan Pengendalian

Urusan Wajib dan Pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,

selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada

pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja.

Ilustrasi dapat disajikan sebagai Form 2. Pemerintah Daerah

dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan,

untuk mengklarifikasi informasi yang kurang pendalaman

dalam rangka penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, simpulan

hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

IjPenegakan Integritas dan Nilai Etika

Banyak teijadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena

tersangkut kasus hukum.

2)Komitmen Terhadap Kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi

dan pengalaman.

b) Kualifikasi dan kompetensi.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko

yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
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b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah

belum menyajikan informasi mengenai risiko.

4) Penynsunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang

Pembinaan Sumber Daya Manusia

a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya

sadar risiko.

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment

atas pengelolaan risiko.

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam

perhitungan penghasilan.

d) Anggaran pengembangan Sumber Daya Manusia belum

memadai.

e) Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam

pemenuhan dan pendistribusian Sumber Daya Manusia.

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang

dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah

yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit

kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada

Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik,

sedapat mungkin Kabupaten/Kepala Perangkat Daerah diikutkan

dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan

akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah

akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan

lingkungan pengendalian. Proses identifikasi kelemahan

lingkungan pengendalian dapat mengacu pada Peraturan Kepala

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun

2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment

Evaluation (CEE).

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut;
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Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan digambarkan

sebagai berikut:
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r*«ng«riOolKin tklF*
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a. Menetapkan Konteks/Tujuan

1) Penetapan Konteks dan Pemilihan Tujuan yang Akan

Dilakukan Penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah

menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan

ditetapkan tujuan pada tingkat strategis Pemerintah

Daerah, tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan

tingkat operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya

akan dilakukan penilaian risiko-nya. Risiko pada setiap

tingkatan tersebut dapat didentifikasi dan dianalisis dengan

memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk

memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kineija

organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan

pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran,

indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah,

entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah

didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan

Pimpinan Perangkat Daerah. Keterkaitan antara tujuan pada

masing-masing unit keija (organisasi) dengan tingkat

penilaian risiko disajikan sebagai berikut:

TINGKAT
PENILAIAN

RISIKO

ORGANISASI
UNIT KERJA

SUMBER
DATA

TUJUAN 86

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

Penilaian

Risiko

Strategis
Urusan

Wajib/Pilihan
pada

Pemerintah
Daerah

Indikator

Kinerja
Sasaran

Strategis
Pemerintah

Daerah

Tujuan 8&
Sasaran

Strategis
Pemerintah

Daerah

PEMERINTAH
DAERAH

RPJMD

X I I I
Indikator

Kinerja
Sasaran

Penilaian
Risiko

Strategis
(entitas) OPD

1,2,3, dst

Tujuan 85
Sasaran

Strategis
(entitas) OPD

Renstra
OPD

>=> >=>OPD 1,2,3, Strategis
(entitas)
OPD 1,2,3,

dst

dst

I I I I
Renja/RKA
SKPD OPD

1,2,3, dst

Tujuan 8&
Sasaran

Operasional

Indikator

Kinerja
Kegiatan

OPD Penilaian

Risiko■=>
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Operasional
OPD 1,2,3, dst

(kegiatan)
OPD 1,2,3,

OPD 1,2,3,
dst

dst

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian

risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan

tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan

permasalahan

pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera

ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang

mendukung pencapaian target program prioritas nasional

yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan

berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan

dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan

pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai

kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat

dijelaskan sebagai berikut:

d) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah

Daerah.

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah

disajikan sebagai berikut:

dalammasih memiliki banyak

Memperoleh informasi tujuan/sasaran
strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap
urusan dan indikator kineijanya

- Daftar tujuan/sasaran strategis pemerintah
daerah dan indikator kineijanya

- Daftar urusan wa.iib/pilihan dan OPD terkait
- Sekda selaku Koordinator
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah

(Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)
- Fasilitator

Tujuan

Keluaran

Pelaksana / Pihak
Terkait

- Penetapan konteks dilaksanakan pada saat
penyusunan RPJMD

- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada
saat penyusunan KUA/PPAS

RPJMD

Waktu

Sumber Data Utama
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Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah

pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah. Namun demikian, dalam penetapan

konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah

beberapadapat memilih dengan

mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan

misi kabupaten atau pertimbangan profesional lainnya.

tujuan

Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan

melalui Control Self Assesment/Forum Group Discussion

dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan

Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". Sebagai contoh,

berdasarkan "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian

Risiko 5 Tahunan" Pemerintah Kota XYZ menetapkan

Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan

untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan

1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1,

maka peserta Control Self Assesment/Forum Group

Discussion adalah: (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah

yang terdiri dari Kabupaten, dan Kepala Perangkat

Daerah (pejabat eselon 2) yang memilih keterkaitan secara

fungsi dan kegiatan terhadap tujuan srategis 1, antara

lain pada:

(1) Dinas Kesehatan;

(2) RSUD Kota XYZ;

(3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB); dan

(4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kehadiran pejabat eselon II sangat dianjurkan dalam

Control Self Assesment/Forum Group Discussion, walaupun

dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon III dari Perangkat

Daerah namun sifatnya sebagai pendamping.
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Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah

daerah adalah sebagai berikut:

(1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data

lainnya terkait perencanaan seperti Susunan

Organisasi Tata Keija, uraian tugas dan jabatan, dsb;

(2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja

Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi

sebagaimana tercantum dalam RPJMD;

(3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal

prioritas pembangunan atau program unggulan

terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan

wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;

(4) menetapkan sasaran dan Indikator Kinerja Utama

strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan

penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan

penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran

sesuai kebutuhan; dan

(5) tuangkan hasil identifikasi sebagaimana lampiran

form III.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

(1) Forum Group Discussion dilakukan untuk membahas

jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/

indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika

terdapat perbedaan, maka peserta Forum Group

Discussion menyepakati tujuan/ sasaran/indikator

yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;

(2) Perbedaan pada poin (a) bahan masukan bagi

perencanaan (RPJMD) tersebut dapat menjadi

perbaikan dokumen.
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Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan Strategis

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
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e) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas)

Perangkat Daerah.

Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) Perangkat

Daerah disajikan sebagai berikut:
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Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat

Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah

sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh Dinas

Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks Strategis

(entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib

Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekeijaan

Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan

tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah terkait

dengan Urusan Wajib Pekeijaan Umum (Koordinator).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas)

Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai

berikut:

(1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat

Daerah, serta data terkait lainnya;

(2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja

Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan

wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung

pencapaian tujuan strategis yang teiah ditetapkan pada

penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;

(3) menetapkan sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Strategis (entitas) Perangkat Daereih yang akan

dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan



32

dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian

sasaran sesuai kebutuhan; dan

(4) menuan^an basil identifikasi, sebagaimana form 4.

Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat

Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu

RSUD Kota XYZ, DP3AP2KB, dan Dinas Pekeijaan Umum

dan Perumahan Rakyat (sesuai basil penetapan konteks

strategis Pemerintab Daerab).

f) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat

Daerab

Ikbtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat

Daereib disajikan sebagai berikut:

Memperoleh informasi program kegiatan
utama tujuan kegiatan dan indikator
keluaran untuk tiap-tiap urusan
wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap OPD
- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk
tiap-tiap urusan dan indikator
keluarannya

- Kepala OPD
- Unit Pemilik RisikoTingkat eselon 3,4
- Fasilitator

Tujuan

Keluaran

Pelaksana/ Pihak
Terkait

Waktu Pada saat penyusunan RKA OPD
Sumber Data
Utama Renja

Sumber Data lain DPA OPD, RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerab

dilakukan oleb masing-masing Perangkat Daerab terkait

sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/

konteks operasional Perangkat Daerab dalam rangka

mendukung tujuan strategis Perangkat Daerab.

konteks / tujuanLangkab operasionalpenetapan

Perangkat Daerab untuk setiap urusan adalab sebagai

berikut:

(1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA

Perangkat Daerab, serta data terkedt ladnnya;
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(2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran

terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang

sudah dipilih sebeiumnya;

(3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran

yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama

yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya

dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun

demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian

program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi

kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;

dan

(4) menuangkan hasil identifikasi.

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan

Wajib Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan

operasional Perangkat Daerah pada Dinas

Kesehatan adalah sebagai berikut:

Nam.'i PrnUTintah

Prnocir van^ (iinilai

Urusan F’cincrintahan

PiMjiiif'.k.u |)ji<-rah yan^ Omilai :

SumIxT Data krtija OfM)...

I'uiuafi Straio^is

Prof»ram OHD. ..
(krnia 2()20i dan

K<'giatan Utarna

’  lYogrartt Upava K<*sehatan Massarakat

: lYogram I’crbaikan (azi Mass'arakar

Keluaran Hasil

Kf-giatati

nuH'mas; .am

Kegiatan. dan
indikator

ki'lu.iran vang
akan dilakukan

p<mi!ai.in

nsiko

20 X \Kota \\7.

Kt'paln (JPI)
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Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu

dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko

disajikan sebagai berikut:

tofuori Menetaplon D<eoo don do'rpok soflo kerrx/xwrxjn
ucoctopton icoo 'iSiko yong dooo!

* Skokj dompofc don kefTx/^gkmon
' %kOo iwko yang dopot dttrimo

ttiioran

Pwoktono/*^ T«fka< Unrt R&io Tr>gltol Pemefr^lo^Ooefaf^ Z 3 do'' 4

' PtnyuKran flPM)
‘ Dn^drTHdaktvton stttgp tohu) podo soot ptnyuMion KUV^4S

Woktg

S*^Tt)©f doto utono ● Pedomon P©n*3ion ftisto
● CSA,'^GO

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan

risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar kepada

pedoman ini, sebagaimana telah disajikan pada lampiran Bab

II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala dampak serta

kemungkinan dapat ditetapkan melalui Forum Group

Discussion.

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai

risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah disajikan

pada lampiran Bab II Pedoman ini.

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu

dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam

dokumen. Basil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam

tahap-tahap berikutnya.

d) Menyiapkan bahan-bahan.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu

dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja,
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peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil

penialaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas keija

penilaian risiko, dan sebagainya.

2) Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi

pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah

proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Komite

Pengelola Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang

berkompeten.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam

pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan

prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi

melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang

diperkirakan akan teijadi. Pada tahap identifikasi risiko, seladn

pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain

kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat

penyebab risiko apakah dapat dikendalikan [controllable) atau

tidak dapat dikendalikan [uncontrollable) oleh pemilik risiko,

dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini

menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian

risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai,

dan nomor urut risiko di entitas/ Perangkat Daerah. Contoh

Kode Risiko adalah sebagai berikut:

Kntit.i.s/

iVrHngkal

D.HTrtll

Nmrurr urut
Tuhun

nsikn <h

Kntitfts/
'f UlKkuI

Kisjk<i

!Virtks.imuin Jt-ms
Kfwir

Kisjkn

P<Talt|(k.iI

I)arr«ih

\rtnR
Kisikft

Mrnilai

RSO. 19.00.05.01RSO 19 00 05 01
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= Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis PerangkatRSO

Daerah

19 = Tahun pelaiksanaan penilaian risiko adalah 2020

00 = Kode urusan wajib/piiihan (untuk risiko strategis

Perangkat Daerah dan Operasional) atau tujuan

strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah).

=Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko

strategis Pemerintah Daerah) atau Perangkat Daerah

yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat

Daerah dan Operasional)

01 = Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana

form 5.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaran

pemerintahan/ program/ kegiatan/ urusan; dan

2) identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada

permasalahan yang pemah terjadi dalam setiap tahapan, juga

mendasarkan kepada kejadian yang mungkin teijadi dan

menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko

urusan wajib/piiihan yang digunakan dalam pedoman ini

menggunakan Control Self Assesment/Forum Group

Discussion.

Oleh karena itu, pemilihan peserta Control Self

Assesment/Forum Group Discussion juga agar

mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta Control

Self Assesment/Forum Group Discussion untuk penilaian risiko

tingkat strategis pemerintah daerah adalah Kabupaten dan

Kepala Perangkat Daerah, peserta Control Self Assesment/Forum

Group Discussion untuk penilaian risiko strategis (entitas)

Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala

Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah dan peserta Control

Self Assesment/Forum Group Discussion tingkat operasional

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kepala

Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah serta Kepala

05
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Subbagian/Kepala Seksi. Selain itu, dalam Control Self

Assesment/Forum Group Discussion sebaiknya melibatkan

fasilitator (Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan,

Komite Pengelola Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang

berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat

proses pelaksanaan Control Self Assesment/Forum Group

Discussion.

Sebagai contoh, pelaksanaan Control SelfAssesment identifikasi

risiko pada Kota XYZ dilakukan sebagai berikut:

1) masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang

dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;

2) risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan

ditampilkan pada layar LCD;

3) seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama

peserta;

4) menetapkan dan menyepakati risiko sesuai basil diskusi;

5) mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik

risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko

apakah dapat dikendalikan {controllable) atau tidak dapat

dikendalikan (uncontrollable) Oleh pemilik risiko, dampak

risiko, serta penerima dampak risiko.

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kota

XYZ dengan Langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan

untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat

mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Tujuan/Sasaran Strategis Pemerintah Daerah akan

dilakukan pengelolaan risiko Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Control Self Assesment/Forum

Group Discussion telah teridentifikasi Risiko Strategis

Pemerintah Daerah:

a. penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah;

dan
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b. pelayanan Kesehatan belum memenuhi Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan.

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis

Pemerintah Daerah disajikan pada/orm 6.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko

strategis Pemerintah Daerah:

a. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko

yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi

tanggung jawab kabupaten/tingkat Pemerintah Daerah

(misal: Peraturan/Monitoring dan lain-lain).

b. pengendalian yang nantinya dirancang merupakan

tanggung jawab Kabupaten, atau hanya bisa dilakukan

oleh Kabupaten.

c. risiko strategis Pemerintali Daerah dapat berupa potensi

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat

Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu

pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait,

misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Kabupaten

atau pemantauan oleh Kabupaten.

d. risiko strategis Pemeintah Daerah dapat berupa faktor-

faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat

Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan

strategis Pemerintah Daerah.

e. perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan

tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring

permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional

Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan tindakan

oleh Kabupaten.

f. risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi

Kabupaten.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah

dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat

mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat

Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah
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Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis

Pemerintah Daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan Risiko

Strategis Perangkat Daerah antara lain:

a) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang

disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi

tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan

kepala Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat

Daerah dll) Pengendalian yang nantinya dirancang

merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala

Perangkat Daerah.

b) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat

Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah,

dll) untukMonitoring Kepala Perangkat Daerah,

memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis

Perangkat Daerah terkait.

c) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-

faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat

Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh

kepala Perangkat Daerah.

d) Perlu melibatkan Kepala Bidang/pegawai yang terkait

dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih

untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan

strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan

penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

e) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang

menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang

penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh

Kepala Perangkat Daerah.

f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi oleh

Kepala Perangkat Daerah.

Contoh Formulir kertas Risiko Strategis Perangkat Daerah

dapat disajikan sebagaimana form 7.
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3) Risiko Operasional

Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk

mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat

mengancam pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional

Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan

disepakati, langka berikutnya adalah melakukan analisis

risiko urusan wajib/ pilihan.

2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah

selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah,

sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan

Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada

Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan

risiko mana yang diprioritaskan untuk ditangani. Dalam

pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi”

akan diprioritaskan untuk ditangani.

Berdasarkan Control Self Assesment atas skala dampak dan

kemungkinan tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan

Matrik Analisis Risiko berikut:

MATRIKS
ANALISIS RISIKO

O^mp^kKon'k* ku«n$i

Kecil b«»«
Tidjih

St~ritfiKan ●tqnifihjn
r

z2 4
Hjtmpir p««ti 4.

o

li
K*ri)unghii^An

b«»af
a: 3

?r <f6dT90Mis-M .K«n>ungl<tn«n
kecll 2^ t

Jioo tr -1

S«ngjt
tinggi

Sjingat
[_ rcndah

Keterangan : R«nctoh Tinggi
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Nama Pemda

Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Uruaan Pemerintahan

1 No Penyebab DampakRisiko PemllikKode Skala

RisikoPrioritas Risiko Risiko

fb d Sa c c

1 Risiko Strategis

1  i

U Risiko Stratcgis

Perangkat

Daerah 1
r

\

III Risiko

Oporasional

Perangkat

Daerah 1:
4.

(

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani,

pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian

untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko

(Preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul

(mitigatif), atau keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Ikhtisar Evaluasi Pengendalian yang ada dan dibutuhkan

disajikan dalam tabel berikut:
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- Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada
terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk
ditangani, dikelola

- Menilai efektifitas pengendalian yang ada
- Mengidentifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan, dibangun

- Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing
risiko prioritas urusan wajib/pilihan

- Hasil identifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas
urusan wajib/pilihan

Strategis Pemerintah Daerah
- Sekda selaku koordinator

- Unit Pemilik RisikoTingkat eselon 2 (Kepala
OPD/SKPD dan Kabag/Rabid OPD)

- Fasilitator

Tujuan

Keluaran

Pelaksana / Pihak
Terkait

Strategis (Entitas) OPD
- Kepala OPD
- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 dan 2
- Fasilitator

Operasional OPD

- Kepala OPD
- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 3 dan 4
- Fasilitator

Waktu Strategis Pemerintah Daerah

- Penyusunan RPJMD
- Direviu/dimutakhirkan setiap setiap tahun pada
saat penyusunan KUA/PPAS

Strategis (Entitas) OPD
- Pada saat penyusunan Renstra OPD
- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat

penyusunan RKA OPD

Operasional OPD
Pada saat penyusunan RKA OPD

Control SelfAssesment/Forum Group DiscussionSumber Data
Utama

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup

penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi

pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang

diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut

selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan

tidak selektif antara lain jika:

a) kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan,

namun belum mampu menangani risiko yang

teridentifikasi;

b) prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
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c) kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;

dan

d) kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam tabel berikut:

Tujuan - Mengidentifikasi Rencana Tindak Lanjut
Pengendalian (RTP) untuk mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian

- Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko
pada tingkat operasional OPD

- Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk
mengatasi risiko

- Rekapitulasi RTP

Strategis Pemerintah Daerah
- Kepala Daerah
- Sekda selaku koordinator

- Unit Pengelola Risiko Pemda (Kepala Daerah
dan Kepala OPD/SKPD)

- Fasilitator

Keluaran

Pelaksana/ Pihak
Terkait

Strategis (Entitas) OPD
- Kepala OPD
- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 atau 2
(Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid)

- Fasilitator (opsional)

Operasional OPD
- Kepala OPD
- Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 3 atau 4
- Fasilitator (opsional)

Waktu Strategis Pemerintah Daerah
- Pen30isunan RPJMD
- Direviu/dimutakhirkan setiap setiap tahun
pada saat penyusunan KUA/PPAS

Strategis (Entitas) OPD
- Pada saat penyusunan Renstra OPD
- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat
penyusunan RKA OPD

Operasional OPD
Pada saat penyusunan RKA OPD

Control Self Assesment/Forum Group DiscussionSumber Data
Utama

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk

membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi
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kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi

risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah keija pen3nasunan RTP dapat digambarkan sebagai

berikut:

/Merumuskan \

Kegiatan
Pengendalian
yang
dibutuhkan

dalam rangka
mengatasi

\risiko y

Merumuskan
Tindakan
untuk

mengatasi
Kelemahan

Lingkungan
Pengendalian

Menyusun
rancangan
informasi dan
komunikasi
atas RTP

Menyelaraskan
Rencana
Tindak

Pengendalian

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelamahan

Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang

telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

Sebagai contoh berdasarkan kelemahan lingkungan

pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran form

2. Selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan untuk

Lingkungan Pengendalian sebagaimana berikut:
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Mama Pemerintah Daerah :

Tahun Penilaian

Kondial Penan^ung Target Waktu

Penyeleaalanjawab

No. Rrncana Tlndak

Lingkungan

Pengcndaltan yang

Kurang Memadai

Perhaikan

Lingkungan

Pengendalian

b dc e

I  Penegakan Integritaa dan Nilai Etika

11 Komitmen Terhadap Kompctcnsi

III Kcpemimplnan yang konduaif

IV Penyuaunan dan Penerapan Kcbijakan yang Sehat tentang Pembinaan

SDM

V Perwujudan Peran APIP yang Efcktif

b) Merumuskan kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan

pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko.

Menentukan pengendalian yang akan dibangun, perlu

memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu

instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan

pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa

kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon

risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
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(1) Mengindari risiko fayoidj

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak

memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat

meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat

menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat

menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat

justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya

atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh

manfaat.

(2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya

risiko (abate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah

kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan

terjadinya hasil yang negative dapat berkurang. Istilah

lain yang juga digunakan adalah pencegahan

(prevention)

(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko

(mitigate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/

mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian

menjadi berkurang. Istilah lain yang digunakan adalah

penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut

dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).

(4) Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung

atau berbagi Sebagian risiko. Contoh mekanismenya

antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan

struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures

untuk menyebarkan tanggung jawab dan kewajiban.

Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain

umumnya akan terdapat biaya finansal atau manfaat

yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko

dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka

instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru,
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yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko

tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

(5) Menerima atau mempertahankan risiko (accept/ retain)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko

tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat

teijadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon

yang lebih baik selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis

Pemerintah Daerah, Strategis (entitas) Perangkat Daerah,

dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut

meliputi Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi

Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu

Penyelesaian.

Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan

strategis “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”

disajikan sebagaimana/orm 10 (kolom g-i), selengkapnya,

kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya

disajikan dalamform 10.

Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

:  Pemerintah Kabupaten XYZ
:  2018

:  Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat

:  Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

Pengendalian
yang dibangun

untuk

mengatasi
risiko

Pemyataan
Risiko

Target Waktu
Penyelesaian

Penanggung
Jawab

No

I Risiko Strategis Pemerintah Daerah

I Pelayanan
Kesehatan
belum
memenuhi SPM

Bidang
Kesehatan

Rekrutmen

tenaga honorer
kesehatan

Kepala Daerah Triwulan IV 2019

II Risiko Strategis
OPD
Kesehatan

(2019-2023)

Dinas
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Pengendalian
yang dibangun

untuk

mengatasi
risiko

Target Waktu
Penyelesaian

Pemyataan
Risiko

Penanggung
Jawab

No

Triwulan I 20191 Sarana - Evaluasi atas

implementasi
SOP Mat
Kalibrasi

- Evaluasi atas

implementasi
standar

pelayanan
Puskesmas

- Kepala Dinas
pendukung
ANC kurang
memadai

- Kepala Dinas Triwulan II 2019

Risiko

Operasional
OPD:
Kesehatan

(2019)
Data Ibu hamil

miskin yang
belum memiliki

jaminan
kesehatan

lainnya dari
kecamatan dan
kelurahan
belum ada

Dinas

III

1 Kepala
Bagian

Triwulan I 2019Evaluasi atas

implementasi
Permenkes
Nomor 3
Tahun 2019

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang

dibangun yang dicontohkan pada gambar diatas

merupakan bentuk dari “mengubah/mengurangi

munculnya risiko (abate)”.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua

rencana tindak pengendalian, yaitu rencana tindak

perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak

perbaikan kegiaan pengendalian, yaitu rencana tindak

perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak

perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan

merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap

pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua

RTP tersebut. Oleh sebab itu pada tahap ini perlu

memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan

kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut
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sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak

perbaikan pengendalian.

d) Menyxisun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan

rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan

agar pihak-pihak yang terlibat daiam pengendalian

mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian

sesuai yang diinginkan.

Contoh form rancangan pengomunikasian pengendalian

yang dibangun disajikan sebagai berikut:

Contoh Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun

:  Pemerintah Kabupaten XYZ
:  2018

:  Meningkatkan Derajat Kesehatan

Masyarakat
:  Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Kesehatan

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

Kegiatan
Pengendalian
yang
dibutuhkan

Media/Sarana
pengkomu
nikasian

Realisasi
Waktu
Pelaksanaan

Rencana
Waktu
Pelaksanaan

Penyedia
Informasi

Penerima
Informasi

No Ket

1 Rekrutmen

tenaga
honorer
kesehatan

Rapat Sekda/Bappeda Dinas
Kesehatan,
BKPSDM

Triwulan I
2019

2 Evaluasi atas

implementasi
SOP
Kalibrasi Alat

Rapat/Surat
Edaran

Dinas
Kesehatan

Staf Dinas
Kesehatan
terkait

Triwulan I
2019

Evaluasi atas

implementasi
standar

pelayanan
Puskesmas

3 Rapat/Surat
Edaran

Dinas
Kesehatan

Staf Dinas
Kesehatan
terkait

Triwulan I
2019

Evaluasi atas

implementasi
(Permenkes
Nomor 3
Tahun 2019)

4 Rapat/Surat
Edaran

Dinas
Kesehatan

Staf Dinas
Kesehatan
terkait

Triwulan I
2019

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan

pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan

daiam form 11,
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e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan

RTF

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme

pemaintauan yang akan dijalankan untuk memastikan

bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan

pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan

berjalan efektif.

Contoh form rancangan monitoring/pemantauan risiko

dan RTF disajikan sebagaimana/orm 12,

3. Kegiatan Fengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan

dileiksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang

ada. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah

menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa

kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut

dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi

risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa

kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang

perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur

pengendalian meliputi:

1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan

perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur

operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur

pengendalian yang akan dibangun;

2) unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang

system pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki,

dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur

pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam

dokumen perencanaan apabila diperlukan.

3) membuat

pengendalian;

infrastrukturmenyempumakanatau
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4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;

5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian

berdasarkan hasil peiaksanaan uji coba; dan

6) menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

b. Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat,

instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan

prosedur kedalam kegiatan operasional sehari-hari yang hams

ditaati oleh selumh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak

terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah hams memastikan telah terdapat komunikasi

internal dan ekstemal yang efektif dedam setiap tahapan

pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan iingkungan

pengendalian, proses penilaian risiko, dan peiaksanaan kegiatan

pengendalian.

Terkait dengan peiaksanaan kegiatan pengendalian, setelah

pemerintah daerah menyetujui infrastmktur pengendalian yang

akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan

pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu

mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak -

pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian

Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan

bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami

oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah,

pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai

rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen

RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

a. surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas

pemberlakuan kebijakan;

b. kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah

(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang

berkepentingan; dan
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c. Ssosialisasi/ workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya

dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir,

foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan

rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap

penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi

Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi

pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk

pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah

Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian

RTP atas Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko

Operasional Perangkat Daerah. Contoh pencatatan realisasi

pengomunikasian disajikan sebagai berikut:

Realisasi Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun

:  Pemerintah Kabupaten XYZ
:  2018

:  Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat

:  Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan

RTP.

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

Kegiatan

Pengendalian

yang
dibutuhkan

Media/
Sarana

pengkomu
nikasian

Realisasi
Waktu

Pelaksanaan

Rencana

Waktu
Pelaksanaan

Penyedia
Informasi

Penerima

Informasi
No Ket

Rekrutmen

tenaga
honorer

kesehatan

1 Rapat Sekda/

Bappeda

Dinas

Kesehatan,
BKPSDM

Triwulan I

2019

Februari

2019

Telah

dilaksanakan

dan

ditindaklanjuti
Telah

dilaksanakan
dan

ditindaklanjuti
Telah

dilaksanakan
dan

ditindaklanjuti

2 Evaluasi atas

implementasi
SOP

Kalibrasi Alat

Rapat/Surat
Edaran

Dinas

Kesehatan
Staf Dinas

Kesehatan
terkait

Triwulan I
2019

Februari

2019

Evaluasi atas

implementasi
standar

pelayanan
Puskesmas

3 Rapat/Surat
Edaran

Dinas
Kesehatan

Staf Dinas
Kesehatan

terkait

Februari

2019

Evaluasi atas

implementasi
(Permenkes
Nomor 3

Tahun 2019)

4 Rapat/Surat
Edaran

Dinas
Kesehatan

Staf Dinas

Kesehatan
terkait

Triwulan I

2019

Februari

2019
Telah
dilaksanakan
dan

ditindaklanjuti

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara beijenjang mulai

dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah (pejabat Eselon II),
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Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), kepala

Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang

lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan

pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat

didelegasikan kepada Unit Kepatuhan Internal. Unit Kepatuhan

Internal bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan

risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak

sebagai Unit Kepatuhan Internal pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian

kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan

pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai

Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan

menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan

pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat.

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk

memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah

dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan

dapat menggunakan form 12 Rancangan Monitoring dan Evaluasi

atas pengendalian intern yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).

Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi)

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

:  Pemerintah Kabupaten XYZ
:  2018

: Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat

;  Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan

Urusan Pemerintahan

Kegiatan
Pengendalian
yang
dibutuhkan

Bentuk/Metode
pemantauan
yang diperlukan

Waktu

pelaksanaan
pemantauan

Realisasi
Waktu
Pelaksanaan

Penanggungjawab
pemantauan

No Ket

1 Rekrutmen

tenaga
honorer
kesehatan

Konfirmasi

persiapan dan
laporan
pelaksanaan
kegiatan

Bulanan oleh

Kepala Dinas
Kesehatan,
Direktur RSUD
Triwulanan
oleh
Inspektorat

Oktober,
November,
Desember

Monitoring telah
dilaksanakan,
didokumentasikan,
dan
didistribusikan

Oktober,
November,
Desember

2 Dst
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Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko

yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat

Catalan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak

yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk

mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian

yang telah dilaksanakan.

Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi

menggunakan/orm 12.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk

pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan

oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis

(Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah,

dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko yang dapat di

ilustrasikan sebagaimana berikut:

Contoh TindAk ̂ Af>gAn<lAU«n untuk M«r>gatAsi Riuko

NamA P»m«nnUh OMcah
T^n PvniUten
UruAan PmTintAhAn

P«m*nntAh Kabupatan XYZ
aoia
Uruaan Wa^ Paiayanan Oavar B«dang KasAhatan

T9o
Parnyotoon

RMko unlUh

i
RiftikO StfOtogil
Pamartntah Oooroh

f’t'kjyaAO'- k ●

iH'KiM 1 n M'f’ ;i

Sl'M HKlofN)

UI V i ‘f,ni :-;r>i trt<r
kU >I’*it'-

707 i)

H

i VOl .-J

'■'f
A!ot * aiih'cr.'

ijtO'.

●  'JO'..1.
'-ijffjtyi p' : i

’●●●●modOi
●><

t f r.Mji. i:; ..k vijl-u)'.' 'ltd ●

iinplvdwdtu'.
'.toriJO* ’.Id

ki , ko ‘ JfH'ii r.
0»'I) (i.r.v.-.

● c;'

ki'jKlkl BoijKX’ t' wutcK'' ;ivitd 't)u r>od‘ ■ ●
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k«-1wftiWjd Lw'li. !i u'ki

If tvoluo'.' OtO'.

-n>pl«MiM-i'to*. (
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Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam

setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah

dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung

jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.
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BAB IV

PELAPORAN

Guna mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah

daerah perlu men5rusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko

setidak-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan

Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis

pemerintah daerah, penilaian risko strategis (entitas) Perangkat

Daerah/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun

Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian

Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan

kepada Kabupaten, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah

dan Unit Kepatuhan Internal Internal.

Sebelum difinalkan, draf dokumen hasil penilaian risiko tingkat

strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kabupaten

dan pihak yang terkait, sedangkan draf dokumen hasil penilaian

risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat

operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala

Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan pengelolaein risiko dilakukan per semester dan tahunan.

Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan

oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis

Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah

dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Keija, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran; dan
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b. Laporan Risiko dan RTF tingkat operasional sesuai dengan

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Keija Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTF tingkat strategis (entitas) Ferangkat

Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani

oleh setiap Ferangkat Daerah Semesteran; dan

b. Laporan Risiko dan RTF tingkat strategis (entitas) Ferangkat

Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani

oleh setiap Ferangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Femerintah Daerah, meliputi:

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis

Femerintah Daerah Semesteran; dan

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis

Femerintah Daerah tahunan.

C. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit

Kepatuhan Internal Internal

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan

risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal Internal yang

disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada

Sekretaris Daerah.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

KINNOR
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR *3 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

FORMAT REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN, SIMPULAN

SURVEI PERSEPSI SERTA LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN

RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN TIMUR

I. Form 1

REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN

PENGENDALIAN INTERN

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN
KUISIONERNO PERTANYAAN / KUISIONER

R1 R2 R3 R4 R5 R6 MODUS CEE

b da c

PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAIA.

1 Pegawai mendapatkan
pesan integritas 8& nilai
etika secara rutin dari

pimpinan instansi
(misalnya keteladanan,
pesan moral, dll)

2 Pemerintah Daerah telah

memiliki aturan perilaku
(misalnya kode etik,
pakta integritas, dan
aturan perilaku pegawai)
yag telah
dikomunikasikan kepada
seluruh pegawai

Telah terdapat fungsi
khusus di dalam instansi

yang melayani
pengaduan masyarakat
atas pelanggaran aturan
perilaku / kode etik

3

4 Pelanggaran aturan
perilaku /kode etik telah
ditindaklanjuti
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SIMPULAN
KUISIONER

JAWABAN RESPONDEN (R)

PERTANYAAN / KUISIONERNO
CEEMODUSR5 R6R3 R4R1 R2

db ca

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAIB.

Standar kompetensi

setiap pegawai/posisi

jabatan telah ditentukan

1

Pegawai yang

berkompetensi telah

secara tepat mengisi

posisi/jabatan

2

Pemerintah Daerah telah

memiliki dan

menerapkan strategi

peningkatan kompetensi

pegawai

3

Terdapat pelatihan

terkait pengelolaan

risiko, baik pelatihan

khusus maupun

pelatihan terintegritas
secara berkala

4

C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

Pimpinan telah

menetapkan kebijakan

pengelolaan risiko yang

memberikan kejelasan

arah pengelolaan risiko

1

2 Pimpinan menerapkan

pengelolaan risiko dan

pengendalian dalam

pelaksanaan tugas dan

pengambilan keputusan

3 Pimpinan membangun

komunikasi yang baik

dengan anggota

organisasi untuk berani

secara periodik

D. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT

TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 Pemerintah Daerah telah

memiliki kebijakan dan

prosedur pengelolaan

SDM yang lengkap (sejak

rekrutmen sampai
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SIMPULAN
KUISIONER

JAWABAN RESPONDEN (R)
PERTANYAAN/KUISIONERNO

R6 MODUS CEER4 R5R1 R2 R3

db ca

dengan pemberhentian

pegawai)

2 Rekrutmen, retensi,

mutasi, maupun promosi

pemilihan SDM telah

dilakukan dengan baik

3 Insentif pegawai telah

sesuai dengan

tanggungjawab dan

kinerjanya

4 Pemerintah Daerah telah

mengintemalisasi budaya
sadar risiko

5 Adanya pemberian

reward dan/atau

punishment atas

pengelolaan risiko

(misalnya

mempertimbangkan

pertanggungj awaban

pengelolaan risiko dalam

penilaian kineija)

6 Terdapat evaluasi kinerja

pegawai, dan telah

dipertimbangkan dalam

perhitungan penghasilan

7 Instansi telah

mengalokasikan

anggaran yang memadai

untuk pengembangan
SDM

PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH YANG EFEKTIF
E.

Inspektorat Daerah
melakukan reviu atas

efisiensi / efektivitas

pelaksanaan setiap

urusan/program secara

periodik

1

2 Inspektorat Daerah
melakxikan reviu atas

kepatuhan hukum dan

aturan lainnya
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SIMPULAN
KUISIONER

JAWABAN RESPONDEN (R)
PERTANYAAN/KUISIONERNO

R6 MODUS CEER2 R3 R4 R5R1

dba c

Inspektorat Daerah

memberikan layanan

fasilitasi penerapan

pengelolaan risiko dan

penyelenggaraan SPIP

3

APIP telah melaksanakan

pengawasan berbasis
risiko

4

Temuan dan saran

/ rekomendasi

pengawasan APIP telah

ditindaklanjuti

5

F HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH

TERKAIT

1 Hubungan kerja yang

baik dengan instansi

/organisasi lain yang
memiliki keterkaitan

operasional telah

terbangun
2 Hubungan keija yang

baik dengan instansi

yang terkait atas fungsi

pengawasan /

pemeriksaan

(Inspektorat, BPKP, dan

BPK) telah terbangun

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

1: Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun

2: Kurang setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum

konsisten

3: Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi

masih bisa ditingkatkan

4: Sangat setuju/sudah dibangun dengan baik dan dapat

ditularkan ke organisasi Iain
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Kolom d diisi dengan simpulan hasii penilaian lingkungan

pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur

lingkungan pengendalian, misal:

Kesimpulan tiap pertanyaan:

“Memadai”, apabila modus jawaban responden adalah  3 atau 4

dan “Kurang Memadai” apabila modus jawaban responden adalah

1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian :

“Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub

unsur tersebut telah “Memadai”, dan “kurang memadai” apabila

terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang

“kurang memadai”



63

n. Form 2

SIMPULAN SURVEl PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERR PEMERINTAH DAERAH XY2

Niimii IN‘mrnntith

Tahun IVniLiian

PcnjclasanSimpulanHasil SurvciHasil Rcviu DokumcnSub unaurNo

Perse psi

HasU UraianUraianHaaU

hfdb Kea c

1

iniegntas dan

niifii rtikii

2 Kotnilinrn

tcrlwidap

kotiij’X'trnsi

3 K<‘|'X’niirnpiimn

\ann kon<iusil

SimkiurA

or^aniH«jsj s<*su;u

kol>utuhan

I'riulrk'Rasian

wrwrn.iM^. dan

t.m>;Kunj' uiwah

\an}4 frpai

;>



64

}Vn\ usunan dan

IVnt-iHjMn

Kt'bijiikan vartK

Srhat trrunns

IVnilnn«an SDM

iijudan

prran AIMP \anR

rlrktil

;

8 HubunK^^” Kfrja

\ang Ibiik

ilrngan Instansi

Tcrkaii

Kelerangan'

Kolom H (ilisi (irngaii nornor unit

Kolom b (liisi <lrnmm sul) unsur jXHla linKkun^an ̂ ●x●nK<●^daiia n

Kolom (● diisi d< ngan simpulan fx*ni!aian awal CKK IxTtlasarkan dokum«-n

Kolom d fliisi d«‘ngan urai^m simpubin fK*nilaian aual Cl-'K lx-r(las;u kari dokumrn Kolom <* diisi <tfngan sinipul.u\ basil .sur\'ri ixTst-p.M

Kolom f dusi dcngan uramn simpulan srsuai basil sur\Ti ixTscpsi

Kolom g diisi dc-ngan simpulan s<'suai basil prnilamn aual <lan survri p<‘rs<-psi. jika basil antara p»'niiaian awal dan simw

prrsrpsi IxM(rniangan. niaka lakukan jx-ndalanian aiau lakukan piofrssional ludgrmrni imiuk

mi‘n\'impulkannN a

Kolom h diisi ilrngan uraian krlnnahan
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III. Form 3

CONTOH PEJfERAPAN

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEQI8 PEMERINTAH DAERAH

\iima Prmennliih Darrah

I Vi Hxlr vafiK (itnilat

SunilKT

riiiuari Stra(r^*is

RI’.fMI)

Pcnctapao kontcks

Risiko Strattrgis

Pemcrintah Dacrah

Naitwt Oirtas Irfkail

.'siisitum RPvfMI)

IKl' Sas.iiaii KPJMl>

PnnnJiis

)  tian
i

TujuaJi. SiiSiiian.

iKl .ikatt

iliUikiikanI

rtstkt*
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IV. Form 4

COIITOH PCifERAPAif

PEIfETAPAN KOHTEK8/TUJUAH 8TRATEQIS (EHTITAS) PERANGKAT DAERAH

PADA OPD

N.im.i rrmrruiliili I >«irnih

ji'riUKlr \ ar>K

|L rus.»n t'rmrrmiah.m

IVranK^.it h<trnih n anK I *inil<u

tV r.in It i.iriKWat Darrah
T

Surntwr I »ata

'iu|uan Slr^ih'KiH

S4(H.ir.in Siratr^iH

JKl. K’t’iisu.i

IViaiiK^kat Dat'i.itt

*
j

4

1

I
1

1
(nIormiiM Uim

IKLSa'vl.Mn.

● tkiin

iliUikukan

nsiko

Kt»!a W/.

Kr‘{Vti.l < )l*l *
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V. Form 5

CONTOH KODE RISIKO

Sntitas/

Perangkat

Daerah

HomorTahiin

KodeTiiigkat

Rlsiko

Pelaksanaan unit di

Entltas/

Perangkat

Dae rah

Jenis

PenUaian RUiko

Risiko yang

Menilai
j.

j

i-

Petunjuk pengisian:

1. Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

RSP Strategis Pemerintah Daerah

RSO Strategis Perangkat Daerah

ROO Operasional Perangkat Daerah

2. Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko; diisi Tahun pelaksanaan penilaian

(diisi 2 angka)

Jenis Risiko menggambarkan urusan pemerintah terdiri dari 2 angka,

dengan contoh sebagai berikut:

01 Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan;

02 Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan;

03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Pemukiman;

11 Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup; dst

4. Entitas Perangkat Daerah yang menilai; diisi Kode Pemerintah Daerah

atau Perangkat Daerah yang menilai sebagai contoh: 62.02 Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Timur; 2.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah

5. Nomor urut risiko; diisi dengan nomor urut risiko

6. Kode; diisi gabungan semua isian 1 s.d 5

3.
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VI. Form 6

CONTOH FORMUUR KERTAS KERJA IDEIfTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAE RAH

Nama IVnirrinlah Darrah

Nama IVrangkal !)at*rali

Tahuii IVtiiiaian

PcritKir yang (iinilai

I’msan JVmfhntaljan

DampakSebabIndikatorj

Kincija :

Risiko

;C/UTujuan/ Sasaran

Strategis

No

C
● -'t-

Plhak yang

Terkena

UraianSumberKode Pemllilfi UraianUraian

Risiko

r kJh ifdba ! eec

Tujuan Stmlegis

IVmeriniali

Uacrah 1:

I

Snsiiran
I

i
I

— i. r ●♦

I

I

I
j-I
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Keterangan pengisian Form 6:

Kolom a diisi dengan nomor unit

Kolom b diisi dengan tujuan strategis umsan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d disi dengan uraian peristiwayang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, Pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola

risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko

bisa dikategorikan kedalam: Man,Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (ekstemal/internal)

Kolom I disi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak

mampu mengendalikan risiko

Kolom j disi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah

identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan kedalam : Keuangan,Kinerja, Reputasi dan

Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar - benar terjadi
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vn. Form 7

CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA IDEIfTTFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Naina IVnu'rirUah Darrah

Naina l’»*rani>kai DacMiih

Tahun IVnilaiati

J’rrirxtr vnnK ilinilai

Tuiuan Stnrrj>is

Unisun Peinri iniiihan

RUiko Scbab Dampak

Tujuan / Sasarao

Struttigia

Indikator

Kincija

Ro Uraian Surabcr C/UC Uraian Pihak yangUraian Kode Pemilik

TerkcnaRlsiko

h Jb d f i kc c Ka

1  Tujuan.

Sasaran Slralrj;ls

I'ciangkul Uanaii

I
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Form 8vin.

COITTOH PORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERA8IONAL PERANGKAT DAERAH

Nam;j Prmrnnlah ●larnih

Niinm IVninnkiit Daruih

Tahun IVnjIaian JOXX

l*»Ti(Klr vanKiltnilai 20XX

Tujuan Slrafrgis

IVningkat Diu^rah

Urustin }*rmrnntjihan

Dampak^)I  Indikator
No Kcgiatan ! Ketuarao ;I

Rialko Scbab*)

C/UC
I

Pihak 3rangUraianPemllik Uraian SumbcrUraian Kod«Tahap
TerkenaRUiko

1i j kb f hd 1c e gu
t--

\4-

T
1

IXX
1
I

)
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LX. Form 9

FORMULIR HASH. ANALISIS RlStKO

Njjnia

Talum IVtuUti;<ti

Tiijwuin Sirult'Kis

L'tiiHiiii IN-mcrintiihim

Analisis Risllco

No. ‘'Risilco'* yang

Tcridentlflkasl

Kode Slcula SkaJa Skala

Rlsiko Dampuk^) Kemungkinan*) Rlsiko

b d f'-'dxcc c

I Rlsiko Strategis .
I

)

I-

Rlsiko Stratcgis

jPerungkat Daerab 1:

1 I

>

Tt

III Rislko Operasionai

Perangkat Daerab 1; I

1

J'
-»

-i

ft

4

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 6 dan Form

7 kolom d

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Form 6 dan Form 7 kolom e

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-

rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan basil perkalian antara skala dampak dan skala

kemungkinan
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X. Form 10

FORMULIR KERTA8 KERJA PENILAXAN ATAS KEGIATAN PENQENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

Nama Pemda

Tahun Peniiaian

Tujuan Strateg^s

Urusan Pemcrintahan

Tarfet Waktu

Penyelesaian

Pemilik/RencanaUraianKode

TindakCelah Penang-gung

Jawab

Ritiko Pengcndallan

yang Sudah Ada *)

Riaiko PrioritasNo

PengcndalianPengcndallan

hfb dc ea  I

IIRisiko Strategls

1

n Risiko Strategls

I

-.1-
1

in Risiko Operasional I

1

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor unit

Kolora b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko
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Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada/terpasang, agar diungkap tidak hanya nama SOP

nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan  2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan alsan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang

teridentifikasi.

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan.

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.

(4) Kebiajakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolonm f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
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XX. Fomi 11

C01.T0H PEHOKOMUHtKASIAl* PEEOEltOAUAK YAJfO DIBAJIGUH

Varna Pemda

Tahan PcnUaian

StrategU

Uruaan Pemerintahan

Kegiatan Pcngcndalian

3rang Dibutuhka

Vo.

n

Mcdla/Bcntuk

Sarana

Pcngkomunikaaian

Pcnycdia

Informasi

Pcncrlroa

Inforroaai

Rcncana

Waktu

Pelakaanaan

Rcaliaasi

Waktu

Pelakaanaan

Kctcrangan

a b
c d e f K h

i

2

1

I

Keterangan ;

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk

yang Dibutuhkan

sarana Pengkomunikasian
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Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu pelaksanaan

Kolom h diisi dengan keterangan Tambahan
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XII. Form 12

Contoh Rancangan Pemantauan Risiko atas Pengendalian Intern

Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian :

Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

Realisasi
Waktu
Pelaksanaan

Bentuk/Metode
pemantauan yang
diperlukan

Penanggungjawab
pemantauan

Waktu pelaksanaan
pemantauan

Kegiatan Pengendalian
yang dibutuhkan

KeteranganNo

/db e 9ca

1
2
3
4
Dst...

Keterangan:

kolom a diisi dengan nomor urut

kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan
MUNGIN TIMUR,

NOR


